SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang

Mengingat

. a
. a.

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
menciptakan administrasi yang tertib penilaian Barang
Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa
kendaraan  bermotor dan guna  meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau
bangunan berupa kendaraan bermotor untuk
menghasilkan nilai taksiran;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan
tentang Pembentukan Tim Penaksir Barang Milik Negara
selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan
Bermotor pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung
Jawab Tertentu dan Pengelola Barang kepada Pengguna
Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 20);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020
tentang Pedoman Penyelenggaraan Lelang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025



10.

11.

12.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
376);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai
Taksiran Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau
Bangunan berupa Kendaraan Bermotor oleh Panitia
Penaksir;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X /2017 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan
Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi
Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat
dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan

Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH

DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA  KENDARAAN

BERMOTOR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2025.

Menetapkan pembentukan Tim Penaksir Barang Milik

Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa

Kendaraan Bermotor pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kota Tarakan Tahun 2025 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan

berupa kendaraan bermotor, meliputi:

a. Kendaraan bermotor jenis roda dua; dan

b. Kendaraan bermotor jenis roda empat.

Tugas Tim Penaksir Barang Milik Negara selain Tanah

dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai
berikut:

a. menggunakan data harga transaksi yang digunakan
dalam penentuan nilai taksiran merupakan data
penjualan lelang Barang Milik Negara selain tanah
dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara yang dapat diakses oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang melalui aplikasi
Basis Data Harga Lelang Kendaraan Bermotor;

b. menentukan nilai taksiran dengan menggunakan
metode perbandingan data pasar yang bersumber
dari aplikasi Basis Data Harga Lelang Kendaraan
Bermotor;

c. menuangkan hasil penentuan nilai taksiran Barang
Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan
berupa kendaraan bermotor dalam kertas kerja,

yang dapat digunakan selama © (enam) bulan



terhitung sejak tanggal kertas kerja ditandatangani
oleh Panitia Penaksir;

d. melaksanakan tugas lain terkait dengan proses
penentuan nilai taksiran Barang Milik Negara selain
tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan
bermotor;

e. melaksanakan lelang pada KPKNL Kota Tarakan.

KEEMPAT : Nilai taksiran yang tertuang dalam kertas kerja
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, dapat
digunakan oleh Pengelola Barang dalam memberikan
persetujuan atau penolakan permohonan
pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah
dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor
melalui penjualan Barang Milik Negara.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

-

Ichsary Kurniadi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR
BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN

2025

STRUKTUR TIM PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

TAHUN 2025

JABATAN DALAM

NO NAMA JABATAN POKOK
TIM
1 2 3 4
Fitdiah Safittry
1. Sekretaris KPU Kota Tarakan Penanggungjawab
NIP. 197808072007012004
5 Dessi Nanda Purbarani Kepala Sub Bagian Keuangan, Ket
: etua
NIP. 198612302019032005 | Umum dan Logistik
Romi Penata Kelola Sistem dan
3. Sekretaris
NIP. 199505192025061005 | Teknologi Informasi
Muhammad Riza Saifullah | Penata Kelola Pemilihan Umum
4. Anggota
NIP. 200001012025061006 | Ahli Pertama
Dedi Nurdiansyah Penata Kelola Pemilihan Umum
5 Anggota

NIP. 199410252025061002

Ahli Pertama

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ichsan iadi

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY




